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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. konsonan
Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

@ Ba B be

< Ta T te

& s\a S es (dengan titik di atas)

z Jim J je

c h}a H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha

2 Dal D de

3 Zal VA zet (dengan titik di atas)

D Ra R er

J Zai VA zet

o Sin S es

8= Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dsad D de (dengan titik di bawah)
b Tsa T te (dengan titik di bawah)
L Zta VA zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain b apostrof terbalik

¢ Gain G ge

< Fa F ef

G Qaf Q qi

G Kaf K ka

& Lam L el

- Mim M em

- Nun N en

5 Wau W we

4 Ha H ha

. hamzah ’ apostrof
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| s IYa | Y L ve

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda ().

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
{ kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah danya’ ai adani
< fathah dan wau au adanu
Contoh:
ny : kaifa
d &h : haula

>4

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf,transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
@ | fathali dan alifatau ya’ a a dan garis di atas
kasralrdan ya’ 1 i dan garis di atas

(&
& danumali dan wau u u dan garis di atas

&obs : mata

= : rama

13 : gila

A oA - —

g D yamutu

4. Ta’ marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasral, dan dammal, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al/- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka za’
marbutal itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

JLa_l:\" Loy, sraudah al-atfal
AL.oL.J\ A.H.LA_V\ : al-madinah al-fadilah
4_@/\,\3\ . al-hikmalh

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkandengan sebuah tanda tasydid ( = ), dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi
tanda syaddah.



L5 : rabbana

. . najjaina
e : al-haqq
6323 : mu‘ima
e : ‘aduwwun

Jika huruf « ber-fasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ((—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:

*te . ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

{7+ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf JJ!
(alif lam ma%ifal). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yal

maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contolx:
5
&..i.;.ﬁ : al-syamisu (bukan asy-syaumsu)
rajig] : al-zalzalal (az-zalzalal
i

decd N al-falsafal
55'.:21(1 s al-bifadu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (°) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif
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Contoh:

T oaal =
Qs : ta’muruna
2 &
C}.ﬂ . al-nau‘
B : syai’un

. &
=
Sl : wmirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Baliasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari a/-Qur’an), alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘in al-Nawawi
Risalah 11 Ri‘ayal al-Maslahali

0. Lafz al-Jalalah ()

Kata “Allal” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf fiaifi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.

Contoh:

A 4> dinullah &Y billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata vang disandarkan kepada /lafz

al-jalalal, ditransliterasi dengan huruf [ f]. Contol:

& i r._f‘e hum £ rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalamtransliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),
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maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,
bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi
yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illarasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazibi Bakkata

mubarakan Syahru Ramada>n al-laziunzila fihi al-

Qur’a>n

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyri* al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari)

dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua
nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar

pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd. ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd. Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nagr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWi. = subhanahu wa ta ‘ala
Saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
as = ‘alaihi al-salam

H = Hijrah
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M = Masehi

SM = Sebelum Masehi
I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = Wafat tahun

agarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
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ABSTRAK

REGINA CAHYANI, 2020. “Efektivitas Pengelolahan Dana Hibah Usaha
Mikro Kecil pada Koperasi dan UMKM Di Kota Palopo”. SKrispi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Mahadin shaleh,
M,Si. dan Yuyun Rugiyyat Said, S,Pd., M.Pd.

Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Pengelolahan Dana Hibah Usaha
Mikro Kecil pada Koperasi dan UMKM Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan:
Untuk menganalisis Bagaimana Pengelolahan Dana Hibah Usaha Mikro Menegah
Kecil Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, Untuk menganalisis
bagaimana Efektivitas Pengelolahan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Pada Dinas
Koperasi dan UMKM di kota palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus kepada
deskripsi dan analisis. Adapun subjek penelitian adalah penerima dana hibah dari
dinas koperasi dan UMKM di Kota Palopo, Data diperolen dari data primer
dengan mengumpulkan data data dengan menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian diolah dengan melakukan tahap
editing, organizing, dan analyzing.

Hasil dari penelitian yang dilakukakan menunjukkan bahwa: Pada
Pengelolaan Dana Hibah yang ada Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Palopo sudah optimal dalam penyalurannya sesuai dengan aturan atau Kriteria
yang ada, penyaluran Dana Hibah ini juga dilihat dari hasil wawancara terhadap
beberapa narasumber yang telah mendapatkan Bantuan Dana Hibah tersebut
sangat membantu usaha yang telah mereka jalankan tentu omsetnya meningkat
setelah mendapatkan Bantuan tersebut, dan Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah
yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sesuai dengan hasil
wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai dari Dinas Koperasi
UMKM mengatakan bahwa Pengelolaan Dana Hibah ini terjadi Efektivitas karena
usaha mereka mendapatkan peningkatan dalam penjualnnya setelah mendapatkan
bantuan Dana Hibah dari Pemerintah.

Kata kunci: UMKM, Dana Hibah, Efektivitas
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak dapat terlepas dari peranan
pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha.
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator harus mampu membangun
hubungan kerja sama sehingga dapat memberikan iklim yang kondusif bagi usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sebagai salah satu pendorong
perekonomian di Indonesia terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan
menyumbang Produk Domestik Bruto (PBD) yang cukup besar.

Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan dari 57,89 per
sen menjadi 60,35 persen di tahun 2018. Serapan tenaga kerja pada sektor ini
jugameningkatdari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sa
ma.l Namun, dibalik itu UMKM di Indonesia masih memiliki banyak masalah
yang cukup beragam. Masalah yang dihadapi UMKM antara lain adalah
kurangnya modal untuk mengembangkan usaha dan akses pembiayaan terbatas
yang hanya memanfaatkan dari satu lembaga keuangan yakni perbankan. Akses
pembiayaan dari sektor non-perbankan cukup luas, seperti koperasi, leasing,
piutang, gadai dan pasar modal adalah alternatif lain bagi pelaku UMKM untuk

mendapatkan pembiayaan (Ishak et al., 2022).

!Data Kementrian Koperasi dan UKM RI.Diakses pada laman https://kukm.gunungk idul
kab.go.id/berita-314/daftarkan-usahamu-dalam-program-bantuan-wirausaha-pemula-kementerian-
koperasi-dan-ukm-ri.html pada 24 Februari 2020.



Kantor Koperasi dan UMKM di Kota Palopo mengajak para pelaku
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan layanan
bantuan hibah yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Republik
Indonesia (Mahmud & Sanusi, 2021).

Dana hibah sendiri merupakan suatu bantuan yang diterima baik
masyarakat yang membutuhkan maupun masyarakat kecil yang dapat
membantu kelangsungan usaha seseorang, namun pada dasarnya dana hibah
sendiri dapat di katakan sebagai bantuan cuma-cuma dari pemerintah kepada
pihak yang diperluakan, biasanya bantuan tersebut berupa uang dan barang
maupun jasa yang sifantnya sangt berguna (Muammar Arafat Yusmat, Adzan
Noor Bakri, 2023). Dana Hibah dalam pandangan islam yakni sama dengan
padangan masyarakat saat ini yaitu berupa hadiah yang diberikan kepada orang
lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah maupun istri dan suami,
Allah swt sangat menganjurkan atau mengisyarakat hibah untuk mendekatkan
diri kepada allah swt, saling mendekatkan hati kepada sesama manusia dan
juga menguatkan tali cinta sesama antar manusia, kata hibah yang berasal dari
arab yang berarti pemberian yang dilakukan oleh manusia semasa hidup karna
hibah adalah sebuah perlakuan tolong menolong antar manusia untuk mencapai
ridho Allah swt dalam hidup yang bukan hanya sekedar mencari kekayaan
semata namun juga saling membantu sama lain (Mahmud & Abduh, 2022).

Kemudian perkataan Hibah dapat dilihat pada ayat yang berhubungan
dan menjadi landasan Dana Hibah adalah Al-quran surah Al-Furgan / 3 ayat 67

sebagai berikut:
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Terjemahnya :

“Dan orang-orang Yyang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-
tengah antara yang demikian. (Q.S Al-Furgan : 67)

Avyat tersebut menjelaskan tentang hibah yang merupakan pemberian
dengan sebuah obyek, yakni sebuah anak. Sedangkan menurut ahli terminologi
yaitu M. Idris ramulyo secara terminilogi hibah mengatakan bahwa hibah
adalah pokok persoalannya adalah pemberian hak milik kepada orang lain, dan
diwaktu semasa hidup, seorang pemberi tidak mengharapkan sebuah imbalan
apapun, artinya bahwa dalam hibah ada pemindahan hak milik kepada orang
lain?

Adapun menurut ibnu mas’ud dan zainal abidin dalam kitab figih
mazhab syafi’i bahwa Hibah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain
selagi 1a hidup, pemberian tersebut menjadi hak miliknya, tanpa mengharapkan
imbalan, ganti maupun balasan, karna hibah adalah sebuah keiklasan dari hati
dan hibah sendiri dapat dikatakan hadiah yang cuma cuma (Rifuddin et al.,
2022). Sedangkan dalam kitab subullus, al sanani mengatakan bahwa akad
hibah sebuah benda yang didalamnya terdapat hak milik, tanpa mengarap
imbalan apapun (Abdain et al., 2020).

Berangkat dari beberapa paparan yang telah dikemukakan berdasarkan

al-quran, dan kitab kitab figih dapat disimpulkan bahwa hibah: suatu akad

pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain dikal hidupnya, tanpa

2Sayyid sabidq, figih sunnah, (edisi 111; bandung, al marif, 1996), 353



mengarapkan imbalan secuilpun dari penerima, dan oleh sebab itu hibah adalah
pemberian yang murni dari seseorang (Mujahidin & Majid, 2022).

Secara islam, hibah telah dijelaskan dalam berbagai pandangan, dalam
negara sendiri yakni pemerintah dan masyarakat, dana hibah diatur dalam
peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah
Daerah, dalam peraturan tersebut dijelakan bahwa dana hibah merupakan salah
satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai urusan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara
pemerintah dan pemerintah daerah (Marwing, 2021).

Bantuan yang dimaksud adalah Dana Hibah.Dalam peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 pasal 1 yang dimaksud dengan Dana
Hibah adalah pemberian uang atau barang maupun layanan dari pemerintah
daerah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi masyarakat,
yang ketentuan spesifiknya telah ditetapkan bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, dan yang terus-menerus bertujuan untuk mendukung urusan
pemerintah daerah.®

Tabel 1.1 Data Penerima Dana Hibah Kota Palopo

Tahun Kelompok
2017 16 Kelompok
2018 15 Kelompok
2019 18 Kelompok

Sumber :Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palopo

3Undang-Undang Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia



Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerima Dana Hibah
Kota Palopo mengalami fluktuasi tiap tahunnya dikarenakan tergantung dari
jumlah proposal yang masuk ke Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palopo.
Dan yang mendapatkan bantuan pada umumnya Usaha Mikro yang total
assetnya 1-50 juta dalam setiap satu kelompok terdapat 7 orang/ kelompok
penerima Dana Hibah. Dana Hibah hanya diberikan satu kali dalam setahun (S.
Iskandar et al., 2021).

Pengelolaan Dana Hibah oleh Dinas Koperasi dan UMKM mengalami
berbagai permasalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, Adapun
beberapa kelemahan dalam menyalurkan dana ini ke masyarakat dan organisasi
masyarakat termasuk kelemahan dalam perencanaan dan proposal,
akuntabilitas fiktif, pengurangan dana oleh panitia, realisasinya tidak sesuai
dengan peruntukannya.*QOrang-orang Kota Palopo tidak tahu kepada siapa
hibah itu disalurkan dan masih banyak orang yang tidak tahu tentang hibah itu,
berapa banyak uang atau barang yang telah dibagikan kepada para penerima,
bentuk-bentuk kegiatan apa dan bentuk pertanggungjawaban apa kepada
masyarakat atau pemerintah (Hamsir et al., 2019).

Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan dana hibah dan
bantuan sosial, pengaruh pengelolaan hibah dan bantuan sosial telah
mengalami perubahan. Peraturan pemerintah N0.58/2005 tentang manajemen
keuangan yaitu daerah (PP No. 58/2005) umumnya mengatur ketentuan
manajemen keuangan daerah yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial.

Sejalan dengan penetapan PP No. 58 tahun 2005, saat ini telah terbit peraturan

“llham Gemiharto dan Evi Rosfiantika, Tata Kelola Pemerintah dalam Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia, Jurnal IImu Politik dan
Komunikasi, Vol.7 No.1, 2017.



keuangan daerah (pada tanggal 27 juli 2011) Mentri Dalam Negeri berdasarkan
kewenangan dalam mengembangkan menajemen keuangan daerah,
menetapkan Permendagri No 21 tahun 2011 dan Permendagri No. 32 tahun
2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri
No.14 tahun 2016. Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.®
Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul
“Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Pada DinasKoperasi
dan UMKM Kota Palopo”.
B. RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa
masalah pokok penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil pada
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo ?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil pada
Dinas Koperasi dan UMKM ?
C. TujuanPenelitian
Permasalahan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari
penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil
pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hasil Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro

Kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM.

*Holmes Sianturi. Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah dan
Bantuan Sosial Berdasarkan Prespektif Keuangan Negara, Jurnal, Vol. 1 No. 1, 2017



D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teori
maupun praktis sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
a. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat khususnya
mahasiswa serta semua pihak dalam menyelesaikan tugas kuliah.
b. Mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya Efektivitas
Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Kota Palopo.
c. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lanjut mengenai manfaaat
Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Kecil Kota Palopo.
2. Manfaat praktis
a. Bagi masyarakat menjadi suatu bahan renungan dan intropeksi dalam
kehidupan masyarakat untuk mengetahui Pengelolaan Dana Hibah dalam
pengembangan wirausaha.
b. Sebagai masukan pada semua pihak yang khususnya pada Dinas
Koperasi dan UMKM terkait Pengelolaan Dana Hibah.

c. Sebagai bahan atau acuan penelitian selanjutnya dalam tema yang sama.
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KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan atau perbedaan dalam
peneliti  sebelumnya ~maka peneliti akan membandingkan dengan
peneliti yang lain, baik berupaskripsi, jurnal, maupun makalah yang
berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti. Sehingga peneliti
akan mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Penelitian Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih Dkk (2019) yang berjudul
Objektivitas Penyaluran Dana Hibah’(Studi Pada Pemerintahan Kota
Bandung). Metode penelitan yang digunakan kualitatif — deskritif.
Dengan hasil penelitianya menunjukan bahwa proses penyaluran Dana
Hibah tidak semuanya objektif tetapi beberapa bersifat subjektif dengan
bukti pengaruh politik dalam penerimaan proposal hibah yang diusulkan.
beberapa pertimbangan seperti harga barang yang dicantumkan di proposal
tidak sesuai dengan kenyataan sehingga Pemerintah Kabupaten Badung
akan mencairkan dana sesuai dengan harga barang yang sesungguhnya
yang tercantum dalam standar harga biaya Kabupaten Bandung. Standar
harga biaya Kabupaten Bandung adalah suatu dokumen yang berisi da
ftar harga setiap barang di Kabupaten Badung. Perbedaan penelitian

terletak pada studi kasusnya dimana peneliti berfokus pada Pemerintah



Kota Bandung sedangkan speneliti berfokus pada Dinas Koperasi dan
UMKM.®

2. Penelitian  Tamrin  Ahmad (2015) dengan Judul “Implementasi
Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah”. Metode yang digunakan dalam penelitian
tersebut pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil
penelitiannya Pengelolaan Hibah telah berjalan namun belum efektif,
dimana sesuai hasil penelitian yang dilakukan secara umum indikator-
indikator implementasi kebijakan yang diteliti meliputi Komunikasi. serta
penyebaran belum berjalan dengan baik.. Perbedaan antara penelitian ini
berfokus pada Implementasi Pengeloaan Hibah sedangkan peneliti berfokus
pada Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah.”

3. Penelitian Irham lkandar (2017) dengan judul “Strategi Pengelolaan
Bantuan Dana Sosial”. Metode yang digunakan dalam penelitiana dalah
metode survei Dengan hasil penelitianya bahwa terdapat 4 strategi dalam
Bantuan Dana Sosial dari ke empat strategi itu terdapat 2 faktor dalam
pengembangan usaha yaitu internal kelompok usaha relatif memiliki
kelemahan dibanding kekuatannya sedangkan dari faktor eksternal peluang
pengembangan usaha relatif sudah baik.Perbedaan antara penelitian ini
berfokus pada Bantuan Dana Sosial sedangkan penelti berfokus pada Dana
Hibah.®

®Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih Dkk, Objektivitas Penyaluran Dana Hibah”(Studi Pada
Pemerintahan Kota Bandung), JurnalllmiaAkuntansi dan Humanika, Vol. 9 No, 1, 2019.

"Tamrin Ahmad, Implementasi Pengelolaan Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, JurnalKatalogis, VVol. 3 No. 12, 2015.

8Irham Iskandar. Strategi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial”, Jurnal Inovasi, Vol.14 No.1,
Mei 2017
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B. LandasanTeori
1. Koperasi
a.) Sejarah Koperasi Setelah Kemerdekaan

Diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945
membawasemangat baru bagi rakyat Indonesia untuk menghidupkan kem
bali koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat.

Semangat baru ini tercermin dalam pasal 33 UUD 1945 yang
secara tegas menyatakan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat
Indonesia. Dengan semangat kemerdekaan, gerakan koperasi di seluruh
Indonesia mengadakan kongres pertama pada tanggal 12 juli 1947 di
Tasikmalaya, Jawa Barat, salah satu keputusan dari kongres tersebut
adalah di tetapkannya pada tanggal 12 sebagai hari koperasi Indonesia.

Dua tahun setelah kongres pertama Koperasi, peraturan
Koperasi tahun 1933 diubah dengan Regeling Cooperative Verenigingen
pada tahun 1949. Pada tahunl1953,gerakan Koperasi di Indoesia
mengadakan Kongres kedua, dengan salah satu keputusan menetapkan
Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada hari di tetapkannya
Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia menyampaikan amanat
(1971) bahwa koperasi harus dibangun secara merata/luas diseluruh
wilayah Indonesia guna memfasilitasi para petani, peternak, nelayan,

serta pengrajin dalam menjalankan usahanya.®

M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia,
(Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 45.
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Beliau mengingatkan bahwa kita janganlah puas dengan segala
capaian koperasi beberapa tahun belakangan karena masih banyak hal
yang harus dilakukan pada masa yang akan datang sampai pada Koperasi
di Indonesia dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk membiayai
dirinya sendiri.

Bung Hatta juga menjelaskan bahwa masyarakat Kkita
kekurangan modal untuk menyelenggarakan berbagai  usaha
pembangunan. Rencana tranmigrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya
karena kekurangan biaya. Perlu adanya panduan capital dalam
masyarakat itu sendiri. Salah satu jalan untuk mencapai panduan kapital
lalah menyimpan, oleh karena itu gerakan Koperasi di Indonesia
menggerakkan pekan tabungan rakyat setiap tahun pada hari Koperasi
Indonesia. Selam sepekan, rakyat didorong untuk menyimpan terutama
dalam lingkungan Koperasi itu sendiri.

Bung Hatta juga berpendapat bahwa majunya suatu Koperasi
sebagian besar bergantung kepada kader pemimpin yang jujur dan cakap.
Oleh karena itu, gerakan Koperasi hendaklah mengambil insiatif seperti
mengadakan Sekolah Menengah Koperasi yang sederajatdengan SMA
yang daftar pelajarnya sesuai dengan cita-citakoperasi tetapi sifatnya
banyak menuju kepada Perdangangan. Perdagangan bukantujuan dari
Koperasi, melainkan tujuan dari ekonomi dagang walaupun banyak
terdapat dasar-dasar keekonomian yang sama di dalamnya. Pendidikan

koperasi harus banyak berdasarkan kepada Humanisme dan pengertian



12

tentang gotong royong dalam sejarah dan perkembangannya.l® Koperasi
bukan hanya badan usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang dibangun dari kekuatan rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.!
Pada tanggal 5 juli 1945 presiden soekarno mengelurkan dekrit
yang salah satuisinya adalah mengembalikan UUD kepada UUD 1945.
Dengan kondisi ini pemerintah kemudian mengelurkan Peraturan
Pemerintahan No 60 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU
No. 79 Tahun 1958 dalam peraturan ini di tetapkan bahwa pemerintah
adalah Pembina dan pengawas Koperasi. Pada masa ini, segala kegiatan
pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian di salurkan melalui
Jawatan koperasi dari tingkat pusat sampai tinggat daerah. Tugas jawatan
koperasi berdasarkan UU No. 79 Tahun 1959 diantaranya adalah
menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian
dan mengadakan pengamatan dan bimbingan terhadap koperasi.
Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi
pada masa itu membuat koperasi bergantung kepada bantuan pemerintah.
Pengurus koperasi terbiasa mengharapkan bantuan ataudistribusi barang
dari pemerintah (Subhana., Muvidab., 2022). Akibatnya, mereka jadi
kehilangan insiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan
hidup koperasi dan menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi

rakyat. Selain itu campur tangan partai-partai politik dari kelompok

kekuatan tertentuk operasi

1OM. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia,
(Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), s46.

M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia,
(Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 47-48.
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menjadi kehilangan jati dirinya dan keluar dari parton prinsip koperasi
yang terbebas dari kepentingan politik, agama, suku dan sebagainya
(Raupu et al., 2021).

Pada tanggal 24 April 1961, diselenggarakannya Musyawarah
Nasional Koperasi Indonesia yang pertama di Surabaya. Munas tersebut
dihadiri oleh utusan-utusan dari koperasi pertama dan kedua dari seluruh
Indonesia. Maupun induk gabungan koperasi tingkat nasional dan wakil-
wakil pemerintah. Namun, munas ini ternyata belum dapat memperbaiki
citra koperasi yang sudah menyimpang dari landasannya. Munas pertama
koperasi di Indonesia gagal mengembalikan jati diri koperasi. Berselang
4 tahun, kembali diadakan Munas kedua tepatnya pada tanggal 10
Agustus 1945 yang kemudian melahirkan UU No. 4 Tahun 1946 tentang
pokok-pokok perkoperasian Indonesia.*?

Meskipun Munas koperasi kedua telah melahirkan UU Koperasi
sebagai paying hukum, tetapi kenyataan menunjukkaan pengaruh politik
masih sangat dirasakan dalam koperasi dengan masuknya unsur-unsur
politik dalam koperasi dengan kata lain koperasi di jadikan sebagai alat
perjuangan bagi partai-partai yang berkuasa. Pemerintah terlalu jauh
dalam mengatur masalah perkoperasian justru membatasi gerakan
pelaksanaan strategi dasar perkonomian dan tidak sesuai dengan
semangat yang terkandung dalam UU 1945, khususnya pasal 33.

Pada tahun 1966, berdasarkan ketetapan MPRS No.

XIX/MPRS/1966, MPRS mencabut dan menggantikan UU No. 14 Tahun
1965 dengan undang-undang baru yang benar-benar dapat menempatkan

koperasi pada fungsi utamanya. Yakni yang sesuai dengan UU 1945

2 Djon Djabaruddin. Koperasi Indonesia di Tengah Perkembangan Koperasi Dunia.
Hhtp:/www.agribisnews.com/index.php diakses padaa tanggal 20 Mei 2020
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Pasal33. Berkaitan dengan itu, gerkopin pertama pada tanggal 17 Juli

1966 di Jakarta ,menetapkan :

1. Menolak dan membatlakan semua keputusan dan hasil-hasil lainnya
dari Munaskop I dan II.

2. Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada MPRS yang
telah membekukan UU No 14 Tahun 1965.

Berdararkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka masa-
masa awal kepemimpinan Presiden Soekarno, melalui departemen
perdangangan dan koperasi, di bentuk panitia peninjau UU Nomor 14
Tahun1965, yang dipimpin oleh Ibnoe Soejono. Selanjutnya pada 18
Desember 1967 pemerintah dengan persetujuan DPR Gotong-Royong
berhasil membuat UU tentang Pokok-pokok perkoperasian No. 12
Tahun1967.

Dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahunl1967 ini, maka
koperasi yang ada pada waktu itu mulai diterbitkan, terutama
menyangkut koperasi yang tidak berbadan hukum, dibuatkan atau
dijadikan sebagai koperasi yang berbadan hukum. Selanjutnya pada masa
pembangunan lima tahun (pelita) I, pemerintah telah mendirikan berbagai
program pengutan koperasi. Program-program tersebut diantaranya
adalah :3
1. Membuat Pusat Pelatihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di

Jakarta.

2. Membuat Balai Latihan Perkoperasian setiap provinsi sebagai tempat

pendidikan dan latihan keterampilan bagian aggota koperasi,

13 http://news.liputan 6.com diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020


http://news.liputan/

15

pengurus, badan pemeriksa, manajer koperasi, karyawan dan bahkan
calon anggota koperasi.

3. Membuat Lembaga Jaminan Kredit Koperasi di Jakarta dengan
kegiatan membantu permodalan koperasi di setiap provinsi dengan
cara menajdi penjamin koperasi yang diperoleh dari bank pemerintah.

4. Membuat berbagai program pengutan koperasi, diantaranya
membentuk Badan Usaha Unit Desa, Koperasi Unit Desa, dan
Berbagai program Lainnya.

b.) Pengertian Koperasi
Koperasi adalah bentuk kerja sama di bidang ekonomi.

Kolaborasi ini diadakan karena kesamaan dalam jenis kebutuhan hidup

mereka. Orang-orang ini bekerja bersama untuk kebutuhan sehari-hari,

kebutuhan yang terkait dengan perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini,
kerja sama diperlukan untuk melanjutkan, oleh karena itu, asosiasi

dibentuk sebagai bentuk kerja sama. Koperasi ini lahir pada abad ke 19,

sebagai reaksi terhadap sistem liberalism ekonomi, yang pada waktu itu

sekelompok kecil pememili-pemilik modal menguasai kehidupan
masyarakat.*

Koperasi berasal dari kata co dan operation yang berarti bekerja
bersama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah
perkumpulan orang-orang yang memberikan kebebasan masuk dan

keluar sebagai anggota dengan bekerja bersama sebagai keluarga untuk

4panjiAnoraga, Dinamika Koperasi(Jakarta :PT RinekaCipta, 2002), 1.
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menjalankan bisnis, untuk mempertinggi kesejahtraan jasmani para
anggotanya.®

Adapun koperasi menurut Mahmud Machfoedz dalam bukunya
pengatar Bisnis Modern adalah koperasia dalah perusahaan yang
didirikan oleh beberapa orang atau perushaaan yang mempunyai
kepentingan yang sama untuk mengurangi biaya dan mendapat kekuatan
ekonomi melalui kepemilikan bersama. Setiap pemilik merupakan
anggota yang membayar iuran tahunan dan mendapat bagian dari
keuntungan.®

Di Indonesia pengertian koperasi menurut ketentuan yang
termasuk dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang perkoperasian (UU
Nomer 25 tahun 1992 Lembaran Negeri Rl Tahun 1992 Nomor 116)
adalah badan usaha yang beranggotakan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

kekeluargaan.’

c.) Peranan Koperasi

Peranan koperasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan
pendapatan yang adil dan merata. Koperasi dalam mencapai tujuan
mereka tergantung pada kegiatan anggota mereka, apakah mereka
mampu melakukan kerja sama, memiliki hasrat untuk bekerja dan
mematuhi semua aturan dan garis kebijakan yang telah ditetapkan pada
pertemuan anggota. Dengan demikian bisnis ini dapat meningkatkan

standar hidup mereka tergantung pada kegiatan  mereka

Edilius, ,Koperasi Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 14.
8 Mahmud Machfoedz, Pengantar Bisnis Modern,(Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET,

2007), 24

YU RI No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 ayat 1
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sendiri. Sesungguhnya dalam peranan dan tugas koperasi untuk
meningkatkan taraf hidup anggotanya, sangat berkaitan dengan
peningkatan pendapatan para anggotanya.'®

d.) Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi yaitu,membantu kredit kebutuhan anggota yang
sangat membutuhkan dengan kondisi ringan, mendidik anggota untuk
tetap menabung sehingga mereka dapat membentuk modal mereka
sendiri, mendidik anggota untuk menabung dengan menyisihkan
sebagian dari pendapatan mereka, dan meningkatkan pengetahuan
tentang koperasi.*®

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan
kesejahtraan ekonomi para anggotanya. Namun, karena dalam
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan koperasi mengikuti prinsip-
prinsip tertentu dan prinsip-prinsip ideal, kegiatan koperasi biasanya juga
diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.

e.) Fungsi Koperasi

Sebagai salah satu badan usaha, Koperasi mempunyai fungsi
ekonomi dan fungsi sosial.Fungsi ekonominya itu dalam bentuk kegiatan
bisnis ekonomi yang dilakukan oleh koperasi untuk memudahkan
kehidupan sehari-hari anggotanya. Sementara fungsi sosial dalam bentuk

kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk

18Hendar. Manajemen Perusahan Koperasi,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 18.

pPanji Anoraga. DinamikaKoperasi, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2002), 1.
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sumbangan uang yang berasal dari bagian laba koperasi yang disisihkan

untuk keperluan sosial.?°

Dengan kondisi yang demikian koperasi juga mampu
mengambil peran dan fungsi sebagai mana yang di amantkan undang-
undang yaitu:

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk
meningkatkan kesejahtraan ekonomi dan sosial.

2) Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat.

3) Memeperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan fungsi dan peran yang dimiliki koperasi, kedepannya
koperasi diharapkan mampu menciptakan berbagai peluang usaha dan
kesmpatan kerja baru. Dengan kondisi ini maka koperasi dapat menajdi
inspirasi terciptanya demokrasi ekonomi dan adil berusah guna tercitanya
kemakmuran bagi seluruh rakyat.?

f.) Prinsip dan Kegitatan Koperasi

2Ajat Sudrajat. Fikih Aktual. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 289.
2L M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia,
(Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 78.
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Meskipun koperasi tidak mendefenisikan jenis badan usaha yang
digunakan sebagai sebuah gerakan ekonomi yang berwatak sosial tetapi
koperasi telah merumuskan berbagai prinsip yang dipergunakan dalam
menjalankan kegiatan ekonomi mereka .Prinsip koperasi mengacu pada
kepentingan dan kekuatan bersama, prinsip itu adalah :

1) Democratic control pengawasan kegiatan usaha dilakukan dengan cara
demokrasi .

2) Open membership keanggotaan bersifat terbuka,

3) Pembatasan bungaatas modal.

4) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa
masing-masing anggota.

5) Penjualan sepenuhnya dilakukan dengan cara tunai.

6) Barang-barang dijual harus asli dan tidak dipalsukan.

7) Menyelenggarakan pendudukan kepada anggota dengan prinsip-
prinsip koperasi.

8) Neteral terhadap politik dan agama.

Ketika koperasi diadopsi oleh sebuah system ekonomi sekaligus
bentuk baru sebuah badan usaha, maka prinsip yang digunakan oleh
koperasi menjadi acuan utama koperasi-koperasi lainnya dalaam
menjalankan kegiatan usaha. Herman Schulze dan frieddrich William
Raiffeisen, penggagas koperasi di Jerman, mereka menjadikan koperasi
sebagai inspirasi dalam memperbaiki kehidupan rakyat pada level paling

bawah, yang mengalami takanan dan himpitan ekonomi sebagai sebuah
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akibat dari sisem ekonomi kapital yang dianut di Jerman kala itu,

khususnya petani dan sektor ekonomi yang bergerak pada skala

UMKM.??

g.) Ciri-ciri Koperasi
Koperasi memiliki beberapa ciri-ciri khas yang tidak dimiliki
oleh badan usaha lain di anataranya adalah :*

1) Para pelaku dalam koperasi umumnya adalah individu atau kelompok
usaha yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan bergerak
pada kegiatan ekonomi yang sama. Di dalam koperasi ini, baik
individu-individu yang bergabung di dalam koperasi primer maupun
koperasi koperasi primer yang tergabung dalam koperasi adalah
mereka yang memiliki kegitan usaha yang sama.

2) Motif kerja yang terdapatdi dalam koperasi adalah tolong menolong
guna meminimalkan kelemahan yang terdapat di antara anggota,
terutama pada bidang produksi, modal, dan pasar. Oleh karena itu,
terdapat dua motif yang harus dijalalankan secara bersamaan di dalam
koperasi yaitu motif sosial yang menjadikan koperasi sebagai gerakan
ekonomi rakyat dan motif ekonomi yang menjadikan koperasi sebagi

badan usaha.

22 M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia,
(Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 75.

23 M. Asrul Tanjung. Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia,
(Jakarta : PT Gelora Aksara Purnama, 2017), 81.
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3) Tujuan utama usaha koperasia dalam memajukan seluruh
perekonomian anggotanya, bukan kesaejahtraan pemilik modal
ataupun investor sebagaimana bentuk badan usaha. Dengan tujuan
tersebut, maka pendirian Koperasi atau orang yang masuk menjadi
anggota koperasi haruslah menyusuaikan kepentingan-kepentingan
ekonomi yang terdapat dalam koperasi.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a.) Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Menurut UU No. 20 tahun 2008 tercantum dalam Bab | pasal 1

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lalu apa yang

dimaksud dengan Mikro , Usaha Kecil dan Menengah adalah:

1) Bisnis Mikro adalah bisnis produktif yang dimiliki oleh individu atau
entitas bisnis individu yang memenuhi kriteria bisnis mikro sebagai
mana diatur dalam undang-undang ini.

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang dari perusahaan yang
dimiliki, dikendalikan, atau merupakan bagian baik secara langsung
atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.

3) Usaha Menengah adalah bisnis ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan

2 Lincolin Arsyad. Dikutip oleh Ewin dalamBuku, Lembaga Keuangan Mikro,
(Yogyakarta: Andi Offset,2008), 8.
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anak perusahaan atau cabang yang diperlukan, dikendalikan, atau
menjadi bagian yang baik secara langsung atau tidak langsung dengan
usaha kecil atau transisi dengan tahunan besar bisnis di atas rata-rata
yang telah ditentukan (A. S. Iskandar et al., 2021).

Berdasarkan defenisi di atas maka pada dasarnya UMKM adalah
bentuk usaha produktif yang dikelola oleh perseorangan maupun institusi
yang memenuhi Kriteria dan persyaratan Usaha Mikro kecil dan
Menengah.(UMKM).Merupakan keuangan mikro sebagai penyedial
ayanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Pada tanggal
4 Juli telah ditetap kanundang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang
UMKM.

b.) Strategi pengembangan UMKM

Strategi adalah seni memadukan antara faktor kunci
keberhasilan agar terjadi’ sinergid alam mencapai tujuan.Strategi ini
merupakan sarana untuk mencapai tujuannya.Manfaat strategi ini adalah
untuk mengoptimalkan sumber daya unggulan dalam memaksimalkan
pencapaian sasaran kinerja.

Dalam konsep manajemen, cara terbaik untuk mencapai tujuan,
sasaran, dan kinerja adalah strategi untuk memberdayakan sumber daya
secara efektif dan efisien (LAN-RI, 2008). Barney (2007) berpendapat
bahwa definisi strategi kerja adalah pola alokasi sumber daya yang
memungkinkan organisasi untuk mempertahankan dan bahkan

meningkatkan Kkinerjanya. Strategi yang baik adalah strategi yang
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menetralisir ancaman, dan merebut peluang yang ada dengan
memanfaatkan kekuatan yang tersedia dan mengoreksi kelemahan yang
ada.®
Strategi UMKM sangat diperlukan dalam memperkuat ekonomi
nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan daya
saing masyarakat. UMKM diharapkan dapat memberikan kestabilan
dalam meningkatkan prospek usaha yang dijalankan sehingga nantinya
memberikan hasil yang maksimal baik untuk pelaku UMKM, pemerintah
dan masyarakat luas (Nufus,erlina, koderi et al., 2022).
Adapun strategi pengembagan UMKM sebagai berikut:?®
1) Stabilisasi Makro Ekonomi
Tujuannya dari stategi ini yaitu menciptakan stabilisasi
perekonomian nasional agar bebas dari gejolak yang akan
menciptakan berbagai ketidakpastian dan stabilisasi usaha UMKM,
agar stabilisasi makro ini mampu menjaga keseimbangan tingkat
inflasi pendapatan serta menjaga stabilisasi harga yang ada di UMKM
itu sendiri.
2) Reorientasi Pendidikan Ekonomi
Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengeroksi sistem
pendidikan ekonomi yang ada saat ini agar bisa berhubungan dengan

kebutuhan dan tujuan berekonomi. Membangun UMKM yang unggul

% Ghalib Afga Polnaya, Skripsi Strategi Pengembangan Ekonomi Local Untuk
Meningkatkan Daya saing pada UMK Ekonomi Kreatif Batik Bakaran di Pati, Jawa Tengah,
Fakultas Ekonomika dan Bisnis(Semarang :Universitas Diponegoro, 2015), 20.

%Rio F. Wilantara. Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM. ( Bandun: Replika
Aditama 2016), 165-181
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dan membutuhkan sumber daya manusia yang unggul serta mampu
mengelola semua kelembagaan dan berwirausaha yang berdasarkan
keimanan dan ketagwaan.
3) Pengutan Kapasitas Sektor Informal
Tujuan dari strategi in adalah untuk meningkatkan
perkembagan sektor informal yang semakin tidak bisa di katakana
seimbang lagi seiring dengan meningkatnya tenaga kerja yang tidak
tertampung pada sektor formal, seperti sekarang semakin maraknya
UMKM vyang tidak bisa dihitung jumlahnya kerena semakin
meningkat (A. S. Iskandar et al., 2023).
4) MeningkatkanlIklim Usaha
Tujuan  strategi  ini  adalah  untuk ~ memfasilitasi
terselenggaranya usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam
persaingan melakukan “wirausaha, serta tidak adanya diskriminasi
diantara kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM
sehingga dapat bebam administrasi serta hambatan usaha dan biaya
usaha dalam pengembangan kebijakan UMKM.
5) Menggerakkan Ekonomi Pedesaan
Tujuan strategi ini adalah untuk membangun ekonomi
pedesaan dengan bernilai tambah dari kegiatan produksi pedesaan itu
sendiri kemudian dinikmati oleh warga desa itu sendiri. Seperti peteni
miskin dan usaha mikro pedesaan itu sendiri dan seharusnya bisa

lebih baik lagi.
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6) Inplemetasi Ingklusi Keuangan
Tujuan dari strategi ini adalah untuk membuka akses seluas-
luasnya bagi sumber pembiayaan usaha bagi UMKM. Kebijakan
pembiayaan usaha ini merupakan halyang ditunggu-tunggu oleh
pelaku UMKM di Indenesia terutama di Kota Palopo.
7) Dukungan Usaha Kelompok Marginal
Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja
yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang
berskala usaha mikro terutama keluarga yang kurang dari rata-rata
pendapatannya tiap bulan. Strategi yang dikembangkan adalah sebagai
berikut.
a) Penyelenggaran dukungan teknis dan pendanaan dari pemerintah
b) Memberikan fasilitas dan dukungan untuk kelompok usaha mikro.
c) Penyelenggaran budaya pelatihan.
d) Harus melakukan pemetaan yang jelas dan detail tentang kelompok
usaha.
e) Meningkatkan dana transfer daerah dan dana desa untuk pelaku
UMKM.
f) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional agar
dikenal masyrakat luar.
g) Penyediaan pembiayaan alternatif tanpa adanya kecurangan.

8) Kelembagaan Usaha
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Tujuan startegi ini adalah untuk memberikan penguatan
dalam kelembagaan UMKM dengan menopong tumbuhnya
kemandirian, perkembangan dan ekonomi secara maksimal.

9) Pajak berkeadilaan

Strategi ini bertujuan untuk menjamin keadilan masyarakat
dalam pembayaran pajak khususnya lingkungan UMKM, dan tidak
menyebabkan beban operasional yang dapat mengurangi daya saing.

10) Peningakatan Infrastruktur

Strategi ini bertujuan dalam meningkatkan infrastruktur, agar
dapat mendukung usaha UMKM, sekaligus salah satu solusi untuk
menghadapi perlambatan ekonomi.

Strategi UMKM yang sangat diperlukan dalam memperkuat
perekonomian suatu daerah terkhusus di Kota Palopo yang nantinya
dapat meningkatkan daya saing masyarakat. UMKM di harapkan dapat
memberikan stabilisasi ‘dalam peningkatan prospek usaha yang
dijalankan sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk
pelaku  UMKM dan yang berdampak baik pemerintah maupun
masyarakat itu sendiri.?’

Pengembangan UMKM adalah pekerjaan yang sangat
besar, oleh sebab itu apa yang dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan
berbagai program langsung yang bersifat stimulasi untuk mendorong
UMKM agar secara mandiri dapat mengatasi permasalahan yang

dihadapi.

27 http://[jamberita.com/red/2019/11/20/keuangan-islam-dan-pemberdayaan-umkm.  diakses
pada tanggal 01 Juli 2020
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c.) Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Diakui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi, tidak hanya di negara berkembang (NSB), tetapi juga di negara
maju (NM). Di negara-negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya
karena kelompok-kelompok bisnis ini menyerap tenaga kerja paling
banyak dibandingkan dengan bisnis besar, seperti negara-negara
berkembang, tetapi juga kontribusi mereka terhadap pembentukan atau
pertumbuhan produk domestik bruto lebih besar daripada kontribusi
bisnis besar. Di negara sedangberkembangkhususnya di Asia, Afrika dan
Amerika Latin. UMKM juga berperan sangat penting.Khususnya dari
prespektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok
miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta
pembangunan ekonomi perdesaan.?

d.)Peran Pemerintah dalam Perkembangan UMKM

Perundang-undangan juga memuat peran pemerintah dalam
mengembangkan UMKM, antara lain dalam UU No. 20 Tahun 2008,
Pasal7 ayat (1), berisi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan
Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang meliputi aspek :
1) Pendanaan.

2) Sarana dan prasarana.

B\Widjanakarko S. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Cet . 1. ( Jakarta:
LP3ES, anggotalkapi, 2012), 1.
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3) Informasiusaha.

4) Kemitraan.

5) Perizinan usaha.

6) Kesempatan berusaha.

7) Promosi dagang.

8) Hukum kelembagaan.

Pasal tersebut disusul dengan ayat (2) yang memuat dunia usaha
dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan
Iklim Usaha sebagai mana dimaksud ayat (1).2°

e.) Asas dan Prinsip Pemberdayaan UMKM

Adapun Asas dan Prinsip- Pemberdayaan UMKM adalah
sebagai berikut:* Asas kekeluargaan yaitu upaya pemberdayaan UMKM
yang dilandaskan rasa kekeluargaan berkelanjutan, kebersamaan, dan
kesejahtraan.

1) Asas kebersamaan vyaitu pemberdayaan ekonomi yang dilakukan
secara bersama-sama demi kepentingan bersama.

2) Asas demokrasi ekonomi yaitu upaya pemeberdayaan ekonomi yang
dilandasi tekad untuk mewujudkan kesatuan pembangunan ekonomi
nasional.

3) Asas kemandirian yaitu pemberdayaan UMKM dengan konsisten

untuk mengutamakan kemandirian, kemampuan dan potensi yang ada.

% Rio F. Wilantara, S.H., M.A. dan Susilawati, S.P., M.Si. Strategi Kebijakan
Pengembangan UMKM.(Bandung: Replika Aditama 2016), 10.

%0 Rio F. Wilantara, S.H., M.A. dan Susilawati, S.P., M.Si. Strategi Kebijakan
Pengembangan UMKM.(Bandung: Replika Aditama 2016), 9.
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4) Asas efisiensi berkeadilan yaitu asas yang berdasarkan pelaksaan
pemberdaya UMKM dengan mengedepankan efesiensi berkeadilan
dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan
berdaya saing.

5) Asas keseimbangan dan kemajuan,adalah asas pemberdayaan UMKM
yang berupaya menjaga keseimbagan kemajuan ekonomi wilayah
dalam kesatuan ekonomi nasional.

6) Asas berkelajutan, yaitu asas yang secara terncana mengupayakan
berjalannya proses pembagunan melalui pemberdayaan UMKM yang
dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian
yang tangguh dan mandiri.

7) Asas berwawasanl ingkungan, yaitu asas pemberdayaan yang
dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan
perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

8) Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayan yang
merupakan dari pembagunan kesatuaan ekonomi nasional.

Masih berdasarkan perundang-undangan yang sama, prinsip-
prinsip pemberdayaan mencakup:
1.)Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan
UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2.) Mewujudkankebijakanpublik yang transparan, akuntabel, dan

berkeadilan.
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3.)Pengembanganusahaberbasispotensidaerah dan berorintasi pasar
sesuai dengan kompotensi UMKM.
4.)Peningkatan daya saing UMKM.
5.) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan secara
terpadu.
f.) Ciri-ciri dan Karakteristik UMKM
UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan
jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula
dibedakan berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik yang terdapat dalam

UMKM itu sendiri. Menurut Saifuddin Sarief sepeerti dikutip oleh Ismet

Abdullah (2004) ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok

usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi

berikut :

1) Belum melakukakan manajeman/pencatatan keuangan, sekalipun yang
sederhana, atau masih sangat sedikit ang mampu membuat neraca
usahanya.

2) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah
umumnya tingakat SD dan belum memiliki wirausaha yang memadai.

3) Pada umumnya tidak/ belum mengenal perbankan, tetapi lebih
mengenal rentenir

4) Umunya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya,

termaksud NPWP.
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5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari
4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.

6) Perputaran usaha umunya cepat, mampu menyerap dana yang relativ
besar. Dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usahanya tetap berjalan
bahkan mampu berkembang karena biaya manajemenya relativ
rendah.

7) Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana,
serta dapat menerima bimbingan.

Ciri-ciri Usaha Kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa
karakteristik berikut :

1) Pada umunya sudah melakukan pembukaan/manajemen keuangan
walaupun masih sederhana.

2) SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan
sudah memiliki pengalaman.

3) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas
lainnya termaksud NPWP.

4) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan tetapi belum
dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal
kredit pada bank sehingga sangat memerlukan jasa konsultan/
pendampingan.

5) Tenaga kerja atau karyawan yang memiliki antara 5 sampai 19 orang.

Usaha Menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
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1.)Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih
baik, lebih teratur bahkanlebih modern, dengan pembagian tugas
yang jelas antara bagian keuangan dan produksi.

2.)Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem
akuntansi dengan teratur sehinggah memudahkan pengauditan dan
penilaian termaksud yang dilakukan oleh bank.

3.)Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin ganguan,
1zin usaha, 1zin tempat, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan.

4.)Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota
organisasi perburuhan.

5.)Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada pada di
bank.

6.)Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai
manager.

Tatiek Koernawati (2009) dalam beberapa kutipan merumuskan

beberapa ciri UMKM sebagai berikut :

1) Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-
waktu dapat berganti.

2) Tempat usahanya tidak selalu menetap

3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun
dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

4) Sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang

memadai.
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5) Umumnya belum memiliki akses keperbankan tetapi sebagian dari
mereka sudah memiliki akses kelombaga non-bank.
g.) Kontribusi UMKM Pada Perekonomian Nasional

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dan penting
dalam suatu negara. Eksistensi UMKM yang diakui oleh setiap Negara
itu berbeda-beda adapun kontribusi UMKM terhadap PDB vyaitu sekitar
57,8%.

h.)UMKM dalam Pandangan Islam

Dalam islam sendiri memang tidak dijelaskan apa itu UMKM
secara jelas, namun kita tahu bahwa al-quran meruapakan suatu wadah
manusia dalam mengambil sebuah landasan dan juga kegiatan yang
berhubungan dengan perilaku nabi, sehinggah dapat ditarik benang
merahnya bahwa UMKM sama dengan kegiatan manusia dalam
melakukan sebuah bisnis usaha, dan bisnis usaha tersebut terdapat
banyak aturan-aturan dan juga contoh yang bisa kita ambil dalam Al-
quran dan hadist.

Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau
uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang
mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas
produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang
diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan)
(Hamida et al., 2023). Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang

secara fisik memiliki
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wujud (dapat dilihat) sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang
memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari pengertian bisnis tersebut, dapat dipahami bahwa setiap
pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk; pertama,
memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa; kedua,
mencari profit (keuntungan); dan ketiga, mencoba memuaskan keinginan
konsumen.

Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai
tanggungjawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab
pokok yang memungkinkanmanusia mencari nafkah (rezeki). Allah
melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat
dimanfaatkan olenh manusia untuk mencari rezeki Allah SWT berfiman

dalam al-Qur’an surat Al Mulk ayat 15:
0 - 0 I Q00D [0 0@ 0 Dolfe W

mo [ ]

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, dan berjalankan
disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.” (QS.
AlMulk ayat 15)

Demikian pula firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Hud ayat 61:
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Terjemahnya:
“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadi kamu
pemakmurannya.” (QS. Hud ayat 61)

Dari penjelasan di atas, bisnis dapat diartikan sebagai
serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak
dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya
(ada aturan halal dan haram). Dalam arti,perlaksanaan bisnis harus tetap
berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-Qur’an dan al-
Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utamayang menjadi
payung strategis maupun taktik bagi pelaku kegiatan ekonomi(bisnis).

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam
ajaranagama Islam. Bahkan Rasulullah SAW telah menyatakan, bahwa 9
dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui
jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga
karunia Allah SWT terpancar dari padanya.

3. Pengelolaan Dana Hibah
a.) Pengertian Dana Hibah
Menurut bahasa Hibah adalah pemberian. Sedangkan menurut
istilah yaitu memberi seseorang sesuatu secara gratis/cuma-cuma, tanpa
mengharapkan apa pun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999)

"Hibah" adalah hadiah (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu
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kepada orang lain. 3! Hibah ini merupakan pemberian, dan hadiah
merupakan kata yang memiliki arti yang saling berdekatan, yaitu pengalihan
kepemilikan ketika sesorang masih hidup tanpa adanya ganti yang harus
dibayarkan.®2

Hibah atau penghibaan dalam pasal 1666 KUH Perdata
menyatakan bahwa hibah adalah perjanjian atau perjanjian dalam partai
yang memberikan, ketika ia masih hidup, bebas dan tidak dapat dibatalkan,
untuk keperluan penerima hibah menerima penyerahan.

Hibah pemerintah dalam PSAK 61 adalah bantuan oleh pemerintah
dalam bentuk transfer sumber daya ke suatu entitas sebagai hadiah untuk
kepatuhan di masa depan dengan entitas sesuai dengan kondisi tertentu yang
berkaitan dengan operasi tersebut. Hibah pemerintah tidak termaksud jenis
bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang cukup untuk entitas dan
transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat dibedakan dari transaksi
perdagangan normal. Hibah yang terkait dengan aset adalah pemerintah
yang syarat utamanya adalah entitas yang memenuhi persyaratan untuk
melakukan pembelian, membangun, atau membeli aset jangka
panjang.Kondisi ini juga ditentukan dengan membatasi jenis, lokasi, dan

periode aset yang dimiliki. Sedangkan hibah yang terkait dengan

31 Sulaiman Rasjid. Figih Islam (Hukum Figih Islam), ( Prinsip, Dasar dan Tujuan),
(Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2015), 326.

32 Abdullah Abdul Husain at-Tarigi. Ekonomi Islam, (Prinsip, Dasar dan Tujuan),
(‘Yogyakarta: Magistralnsania Press, 2004), 116.

3Ahmad lbrahim Abu Sinn. Manajemen Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2008), 56-56



37

penghasilan adalah hibah pemerintah selain dengan hibah yang terkait
dengan aset.>*

Pedoman pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD yang
dianggarkan dalam belanja daerah yang dibentuk oleh pemerintah dengan
maksud agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitasi serta transparansi
pengelolaan dana hibah yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah
tidak terkecuali di pemerintah kabupaten Luwu Kota Palopo. Untuk dapat
menganggarkan belanja Hibah dalam perda APBD, Permandagri 32 tahun
2011 dan Permandagri 39 Tahun 12 mengharuskan kepada daerah
termaksud Pemerintahan KabupatenLuwu Kota Palopo untuk membuat
suatu tegulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah tantang mekanisme
pemberian bantuan Dana Hibah.

b.) Dasar Hukum

Undang- Undang Dasar 1945 mengamantkan Negara untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahtraan umum
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah diamantkan dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 1943, setiap tahun disusun
APBN/APBD antara lain memuat rencana anggaran pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah. Di dalam anggaran ini menjelaskan program

%Dewan Standar Akuntansi Keuangan.PSAK 61 Tentang Akuntansi Hibah Pemerintah dan
Pengungakapan bantuan Pemerintah, tanggal 30 Agustus 2010. (Jakarta :lkatan Akuntan
Indonesia).
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dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun menurut jenis dan fungsi
belanja.®®
Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah
yaitu mensejahtrakan setiap warga negaranya, pemerintah membuat
program kegiatan sosial yaitu dengan memberikan dana/bantuan untuk
melakukan kegiatan usahanya yang bersifat produktif.
¢.) Tujuan Dana Hibah

1) Menujang peningkatan penyelenggaran fungsi pemerintah di daerah.

2) Menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Menimbulkan rasa tanggungjawab serta meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam proses perencanaan.

4) Meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat dengan  benar-benar
menggunakan Dana tersebut dengan baik.

5) Menunjang peningkatan penyelenggaran pemerintah daerah dan layanan
dasar umum.

6) Meningkatkan partisipasi penyelenggaran pemerintah daerah atau secara
fungsional terkait dengan dukungan penyelenggara pemerintahan
daerah.®®

d. Jenis Bantuan Dana Hibah

1.)Jenis bantuan Hibah masyarakat ekonomi lemah

a. Program keluarga harapan

%Dadang suwanda, Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah sDaerah, 1 ( Jakarta :
Penerbit PPM, 2014) 38.

% Saparuddin, Impelentasi kebijakan penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di
Kabupaten Tana Tidung.
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b. Bantuan raskin

(@]

. Bantuan langsung sementara masyarakat
d. Bantuan rumah tidak layak huni
e. Kartu Indonesia miskin
2.)Jenis-jenis modal Usaha Dana Hibah
a. Bantuan modal Usaha Hibah secara kelompok.
b. Bantuan modal Untuk wanita rawan sosial.
¢. Bantuan modal untuk wiraswasta muda.*’

Berdasarkan keterangan di atas program-program bantuan tersebut
adalah program bantuan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu
masyarakat dari segi sosial sebagai rencangan guna memberikan manfaat
berkelanjutan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri.

d.)Kriteria Penerima Hibah
1) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang
memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, perikanan, = kelautan, pemberdayaan perempuan dan
keolahragaan professional yang bertujuan untuk mmenigkatkan
partisipasi penyelenggaran pembagunan daerah.

2) Kriteria Penerima Dana Hibah yaitu peruntukannya secara spesifik telah
ditetapkan, tidak wajib/ tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap
tahun anggaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,

serta memenuhi persyaratan penerima Hibah. 38

S'www.rapberjuang.blogspot.co.id Diunduh pada tanggal 28 Juli 2020
%Dadang suwanda. Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah ( Jakarta : Penerbit
PPM, 2014) 146.


http://www.rapberjuang.blogspot.co.id/
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3) Pemberian secara cuma-cuma tanpa menuntut pengembalian atas

pemberian bantuan yang diberikan.
e.) Penyaluran Dana Hibah

1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang
atau jenis barang yang akan di Hibahkan berdasarkan peraturan daerah
tentang APBD dan peraturankepala daerah tentang penjabaran APBD.

2) Penyaluran atau penyerahan Dana Hibah dari Pemerintah daerah kepada
penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan naska perjanjian
Hibah daerah bersama antara penerima Hibah Dengan kepala daerah
yang diberikan wewenang untuk menandatangani NPHD dimana berisi:
a. Pemberian dan penerima Dana Hibah
b. Tujuan Pemberian Dana Hibah
c. Besaran atau rincian penggunaan Dana hibah
d. Hak dan kewajiban
e. Tata cara penyaluran atau penyerahan Dana Hibah dan
f. Tata cara pelaporan Dana Hibah.*®

3) Pencairan dana Hibah dalam bentuk uang atau barang dilakukan dengan
mekanisme pemberian secara langsung. Pengadaan barang dan jasa
dalam rangka hibah sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-
undangan.*

Berdasarkan uraian di satas, penyaluran Dana Hibah dapat

diberikan setelah dilakukannya penandatanganan naska perjanjian daerah

%9 Dadang suwanda. Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah ( Jakarta :
Penerbit PPM, 2014) 144.
40Heni Rohaeni, Analisis Alokasi Dana Hibah di Provinsi Banten
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antara penerima dengan kepala daerah yang diberi wewenang untuk
menandatangani perjanjian Dana Hibah tersebut.
f.) Dana Hibah dalam Islam

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian.
Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara
suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa
si_pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama
artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna
bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda
yangdihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik
Jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang
mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang
dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.** Ulama mazhab
Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada
orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan
sesuatu tindakan hukum terhadap hartatersebut, baik harta itu tertentu
maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan,penyerahannya dilakukan
ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi
itu sama-sama mengandung makna pemberian harta

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

41 Http://islamicfamilylaw.uii.ac.id/question/hibah-dalam-islam/ di akses pada tanggal 02
Juli 2020
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1) Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat
harusmendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si
pemberi masihhidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu
adalah sah milik sipemberi (menurut madzhab Hanafi).

2) Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan
atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang
yangdiberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT.
Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu
semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya. Menurut
madzhab maliki ini dinamakan sedekah.

Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucia tabiat, adanya sifat-
sifat yang tinggi, hikmah, keutamaan dan kemuliaan.*? Oleh karena itu

Rasulullah SAW. bersabda:
gl oy dngd W Al

"Saling beri memberilah kamu sekalian, sesungguhnya hibah itu
menghilangkan
iri dengki"

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bias
menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang
sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan
mengajak kepada perpecahan.Apa lagi kalau orang yang telah diberi sudah

memberikan peberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikannya.

2020

42 http://almanhaj.or.id/hibah-dalam -prespektif-fikin.ntm  diakses pada tanggal 02 Juli


http://almanhaj.or.id/hibah-dalam%20-prespektif-fikih.htm
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C. KerangkaPikir

Dinas Koperasi dan
UMKM di Kota palopo

L Pengelolaan Dana Efekt|V|tas J

\ /

Kesejahteraan masyarakat

Gambar 2.1

Dalam kerangka pikir ini merupakan model konseptual bagaimana
teori ini dapat dihubungkan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah penting. Dalam kerangka ini peneliti mencoba untuk menguraikan
bagaimana Pengelolaan Dana Hibah(X1), Efektivitas (X2), dan Kesejahtraan

masyarakat (Y).
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan Jenis penelitian
kualitatif deskriptif dimana dimana pengelola data yang bersifat uraian,
argumentasi, dan pemaparan yang akan dianalisis untuk mengungkapkan
masalah yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian untuk
memberikan gambaran melalui kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis
dan disusun secara menyeluruh berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari
orang-orang serta perilaku yang dapat diamati dan memiliki validasi baik itu
bersumber dari pustaka, serta dilakukan dengan uraian dan analisis mendalam
dari data yang telah diperoleh dari lapangan. Metode kualitatif ini juga
merupakan suatu penelitian yang dapat mendeskripsikan suatu fenomena yang

terjadi.*3

. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitan dilaksanakan di Kota Palopo, Provinsi
Sulawesi Selatan yang bertempat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Keci
Menengah. Penelitian ini menggunakan lokasi tersebut karena merupakan
tempat masyarakat untuk mendapatkan bantuan serta dapat mengembangkan
kembali usaha yang telah mereka buat.Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal

20 Maret 2020.

“Robert Bogdan, kualitatif Dasar-dasar Penelitian, 1 (Surabaya: Usaha Nasional, 1993),

107.

44
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C. Defenisi Operasional Penelitian
Untuk mencegah timbilnya kesalah pahaman oleh pembaca, peneliti
terlebih dahulu mengemukakan makna dari judul penelitian Efektivitas
Pengelolaan Dana Hibah Pada Dinas Koperasi dan UMKM.
1. Efektivitas
Efektivitas adalah mengukur keberhasilan suatu usaha yang ingin
dicapai apakah usaha tersebut mencapai tujuan atau tidak. Apabila usahanya
berhasil maka dikatakan usaha berjalan dengan efektiv. Efektivitas tidak
hanya menyatkan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk
mencapai tujuannya.**
2. Pengelolaan Dana Hibah
Pengelolaan dana hibah adalah proses pengumpulan dana yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yang kemudian disalurkan
secara cuma-Cuma kepada pelaku usaha yang tidak memiliki modal atau
kekurangan modal dalam usahanya dan modal tersebut harus dimanfaatkan
sebaik-bainya oleh pelaku usaha.
3. UUD Perkoperasiaan No 25 Tahun 1992
Koperasi merupakan sebuah wadah gerakan ekonomi yang
kekuatannya terletak pada individu-individu yang berwatak sosial untuk
mencapai kepentingan dan tujuan ekonomi bersama.*®

4. UMKM

44Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

M. Azrul Tanjung. Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia,
(Ciracas, Jakarta: Erlangga, 2017), 74.
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha yang dimiliki oleh
perseorangan ataupun kelompok badan usaha yang produktif dan tentunya
telah memenihi syarat sebagai pengusaha Mikro Kecil.

D. Subjek/ Informasi Penelitian
Informasi atau subjek penelitian ini adalah pihak yang dijadikan
sebagai perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang
sudah diteliti dalam pengelolaan Dana Hibah. Subjek penelitian itu sendiri
hanya memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang akan dibutuhkan
melalui Dinas Koperasi dan UMKM adapun informasi penelitian ini di
dapatkan dari petugas dan pegawai ditempat tersebut.
E. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitanini adalah sebagai
berikut :
1. Data Primer

Data primer merupakan informasi data yang diperoleh langsung
pada narasumber penelitian yaitu Pengelolaan Dana Hibah di Kota Palopo
dan tenaga kerja lain yang ditunjuk oleh pemilik untuk memberikan
informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitan ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan suatu data yang dapat diperoleh

melalui media perantara yang berupa dokumentasi baik itu pencatatan

laporan yang mendukung penelitian dan studi kepustakaan dengan membaca
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referensi yang berhubungan dengan objek  Penelitian pada di Dinas
Koperasi dan UMKM Kaota Palopo.
F. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :
1. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati
secara langsung mengenai objek yang akan diteliti. Teknik ini digunakan
untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi dilapangan.
Adapun yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah Efektivitas
Pengelolaan Dana Hibah Pada Dinas Koperasi dan di Kota Palopo.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan alat informasi yang dilakukan dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang dilakukan
dengan cara lisan, dimana ada dua orang atau lebih secara fisik langsung
berhadapan dan masing-masing dapat menggunakan saluran komunikasi
secara wajar dan lancer. Dengan demikian hasil dari wawancara tersebut
akan diolah kemudian dikumpulkan bersamadengan pengelolaan data yang
lain.*¢

3. Dokumentasi
Merupakan suatu teknik/metode penumpulan data dengan cara

mengambil data dari dokumen-dokumen yang diperoleh baik itu berupa

46Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Republik Indonesia, MetodePenelitian Sosial ,Tahun 2000, 39.
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video, foto, ataupun berupa bentuk dokumentasi lainnya 4’ . Metode ini
digunakan peneliti dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-
dokumen yang dibuat, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran dari
sudut pandang yang subjektif melalui suatu media tertulis atau dokumen
lainnya.
G. Teknik Pengolahan Data
Setelah peneliti ini melakukan penelitian maka selanjutnya melakukan
pengumpulkan data yang kemudian akan diolah dengan beberapa tahapan
sebagai berikut:
1. Editing
Yaitu peneliti melakukan proses pemeriksaan data yang sudah
terkumpul dengan tujuan untuk menyeleksi keselarasan dan kesesuaian
antara data yang satu dengan yang lainnya, keaslian dan kejelasan dengan
pokok permasalahan penelitian.
2. Organizing
Yaitu peneliti melakukan ‘proses mengatur dan pengelompokkan
data-data penelitian sehingga dapat menggambarkan pokok permasalahan
penelitian.
3. Analyzing
Yaitu peneliti melakukan proses analisis terkait data yang diperoleh
dari proses editing dan organizing. Dalam proses ini peneliti berusaha

menggunakan teori lainnya untuk menarik sebuah kesimpulan.

4Tamrin Ahmad. e-Jurnal Katalogis, Vol 3 No. 2, 2015.
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H. Teknik Analisis Data
Data kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui hasil
pengamatan/observasi, wawancara dari responden yang berupa pendapatan
teori dan gagasan penelitian dilakukan sebelum dan sesudah meneliti
dilapangan kemudian data dianalisis bertujuan untuk merumuskan data dan
menyederhanakan data tersebut untuk memperoleh data yang lebih spesifik
agar masalah yang diteliti bias di dapatkan solusinya dengan menggunakan
metode kualitatif dan dianlisis deskriptif kemudian dianilis menggunakan cara
sebagai berikut.*®
1. Mengumpulkan Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif
deskriptif yaitu data berbentuk informasi baik tulisan maupun lisan yang
sifatnya berupa angka. Kemudian data itu di kelompokkan agar dapat
dibedakan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan dan
selanjutnya penulisakan menyebarkan dalam bentuk teks agar dapat lebih
mudah di pahami.
2. Reduksi Data
Dalam tahap tersebut peneliti akan memili data yang mana diangga
prelevan dan penting yang berkaitan tentang masalah yang sedang diteliti.
Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian itu dibuang.
Data yang belum diketahui reduksinya berupa catatan lapangan hasil

observasi dan dokumentasi yang berupa informasi yang berhubungan

48Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif, 1 (Bandung: Alfabeta 2014), 92.
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dengan masalah peneltian, dengan demikian penilis akan lebih mudah
meneliti masalah yang akan di teliti.
. Penyajian Data

Setelah data tersebut direduksi maka langkah selanjutnya penyajian
data. Penyajian data dalam bentuk table, grafik dan sejenisnya, melalui
penyajian data tersebut penulis dapat menghasilkan penelitan yang
terorganisasi dan tersusun sehingga akan semakin mudah di pahami.

. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan, yang dilakukan secara
cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan dilapangan sehingga data tersebut teruji validitasnya.*?

Dalam menilai efektivitas pengelolaan dana hibah usaha mikro
kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM menggunakan metode Evaluative
Inquiry (Inkuiri Evaluatif):49 Pendekatan ini berfokus pada pemahaman
mendalam tentang kompleksitas dan konteks suatu fenomena, termasuk
pengukuran efektivitas. Dalam inkuiri evaluatif, peneliti menggunakan
pendekatan reflektif dan kritis untuk mengumpulkan dan menganalisis data
yang relevan, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menjelaskan, dan
menggambarkan efektivitas program atau intervensi dari perspektif peserta
dan pemangku kepentingan yang terlibat. Yang dinilai adalah sebagai

berikut:

49Sugiono. Memahami Penelitian sKualitatif, 1 (Bandung: Alfabeta 2014), 95.
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1. Indikator Kinerja: Tentukan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur
pencapaian tujuan program hibah. Misalnya, jumlah usaha mikro kecil yang
mendapatkan hibah, peningkatan pendapatan atau produksi usaha penerima
hibah, tingkat keberlanjutan usaha setelah mendapatkan hibah, atau
peningkatan jumlah lapangan kerja.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program: Lakukan evaluasi terhadap proses
pelaksanaan program hibah, seperti tingkat kecepatan dalam penyaluran
dana, kualitas seleksi penerima hibah, dan efisiensi administratif dalam
pengelolaan dana.

3. Evaluasi Dampak: Melakukan penilaian terhadap dampak yang dihasilkan
oleh dana hibah. Hal ini meliputi analisis terhadap peningkatan pendapatan
penerima hibah, perubahan sosial dan ekonomi di komunitas setempat,
peningkatan keterampilan atau pengetahuan, atau perubahan dalam skala
usaha.

4.  Survei Kepuasan Penerima Hibah: Melakukan survei atau wawancara
kepada penerima hibah untuk menilai kepuasan mereka terhadap proses
pengelolaan dana hibah, manfaat yang mereka peroleh, dan dukungan yang
diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

I. Teknik Keabsahan Data

Peneliti melakukan keabsahan data dengan menggunakan Triangulasi.
Teknik Trianggulasi adalah sebuah teknik untuk memeriksa keabsaan data

dengan data diluaran dilakukan pengecekan data atau perbandingan dengan
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data lainnya. Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi metode yaitu proses membandingkan data dengan cara yang
berbeda, misalnya subjek penelitian yang berbeda.

2. Triangulasi antar peneliti yaitu peneliti menggunakan lebih dari satu orang
dalam pengumpulan dan analisis data penelitian.

3. Triangulasi sumber data yaitu proses menggali kebenaran dengan cara
menggunakan dokumen penting yang dibutuhkan peneliti.

4. Triangulasi teori yaitu membandingkan hasil penelitian untuk menghindari

bisa individual peneliti atau kesimpulan penelitian yang dihasilkan.



BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi data
1. Lokasi Penelitian

Kota Palopo adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sulawesi
Selatan, Indonesia. Sebelumnya Kota Palopo berstatus Kota administratif
sejak tahun 1986 yang di mana bagian dari kabupaten luwu namun pada
tahun 2002 Palopo berubah menjadi Kota sesuai dengan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2002 pada tanggal 10 april 2002. Secara geografis Kota
Palopo terletak antara 2°53° 15 ” - 3°04° 08 ” Lintang selatan dan 120°
03 10” — 120° 14’ 34” Bujur timur. Kota Palopo merupakan era otonomi
kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tana Luwu yang di mana
sebelah utara berbatasan dengan kecamatanWalenrang Kabupaten Luwu, di
sebelah Timur dengan Teluk Bone di sebelah Selatan berbatasan dengan
Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sedangkan disebelah Barat berbatasan
dengan Kecamatan Tondon Nanggala KabupatenToraja.>°

Luas Wilayah adminstrasi Kota Palopo sekitar 247, 52 Kilometer
persegi atau 0,39 persen dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kota
Palopo Memiliki 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar Wilaya
Kota Palopo merupakan data rendah dapat dilihat keberadaannya sebagai
daerah pesisir pantai. Dari luas Kota Palopo sekitar 62,00 dataran rendah

dengan ketinggian 0-500 Meter dari Permukaan Laut, 24,00 persen terletak

% Palopo,* Kota Palopo, Indonesia Geografis, November 29, 2017, https://www.Palopo.go.i
d/ /blog/page/geografisn
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pada ketinggian 501- 1000 Meter dan sekitar 14,00 persen terletak diatas
ketinggian lebih dari 1000 Meter.

Secara spesifik Kota Palopo dipengaruhi adanya iklim tropis basah,
dengan curah hujan yang berfariasi antara 500-1000 mm/ tahun suhu udara
berkisar sekitar 25,5 ° sampai dengan 29,7 derajat C, dan berkurang 0,6
derajat C sampai kenaikan 8,5 persen tergantung lama penyinaran matahari
yang bervariasi antara 5,2 sampai 8,5 jam perhari.

Kondisi permukaan tanah kawasan perkotaan cenderung datar
sepanjang jalur jalan trans Sulawesi, dan sedikit menyebar pada arah jalan
koleptor dan jalan lingkungan di wilayah perkotaan, sedangkan kawasan
yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan cukup padat adalah sekitar
pasar, sekitar perkantoran, dan sepanjang pesisir pantai, kawasan tersebut
merupakan kawasan yang kumuh dan basah dengan kondisi tanah genangan
dan pasang surut air laut. Topografis Kota Palopo secara garis besar terdiri
dari tiga variasi pertama daratan rendah sepanjang pantai, kedua Wilayah
perbukitan bergelombang, dan yang terakhir datar di bagian tengah.

Kota Palopo dalam hal perekonomian terbilang mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Hal ini karena didukung oleh banyaknya unit
usaha yang baik dalam skala Mikro, Kecil, dan Menengah. Pertumbuhan
UMKM di Kota Palopo juga terbilang berkembang pesat dari tahun ketahun
Kota Palopo yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan ini
memiliki 6780 UMKM. Jumlah ini terus mengalami penigkatan jika dilihat

dari tahun 2015 yang hanya memiliki 4395 unit UMKM.
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Tabel 4.1 Data Jumlah UMKM di Kota Palopo Tahun 2015-2019

Tahun Usaha Mikro  Usaha Kecil Usaha Jumlah Unit Usaha
Menengah (UMKM)
2015 3,537 1,341 57 4,935
2016 4,450 1,864 59 6,373
2017 4,642 1,919 59 6,620
2018 4,667 1,903 57 6,650
2019 4,851 1,913 61 6,825

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo

Berdasarkan table tersebut, dapat diketahui pelaku ekonomi di Kota
Palopo Mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dapat dilihat dari
jumlah unit usaha dari tahun 2015-2019 yang meningkat pesat. Tahun2015 unit
usaha di Kota Palopo berjumlah 4935, pada tahun 2016 unit usaha di Kota
Palopo berjumlah 6373, pada tahun 2017 jumlah unit usaha di Kota Palopo
berjumlah 6,620, pada tahun 2018 jumlah unit usaha sebesar 6,650 dan pada
tahun 2019 jumlah unit usaha sebesar 6,825. Jumlaj UMKM tersebut tentunya
akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun namun berdasarkan table unit
usaha menengah tidak menalami peningkatan tidak mengalami peningkatan dari
tahun ketahun jika dilihat pada tahun 2019 unit usaha menengahhanya naik
sekitar 4 unit usaha saja hal tersebut karena masyarakat Palopo cenderung
meminati Usaha Kecil Karena tidak membutuhkan banyak modal
pengembangan UMKM di Kota Palopo sangat baik tetapi tidak menutup
kemungkinan UMKM dapat berjalan sesuai dengan keadaan tiap tahunnya hal

ini dapat dipengaruhi oleh Pemerintah kepada pelaku UMKM.
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Palopo
Dana Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma oleh pemrintah
kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya Dana Hibah sangat
penting dalam memulai sebuah usaha baik itu Kecil, Menengah atau keatas,
salah satu faktor yang sangat penting dan mendukung wirausaha masyarakat
untuk mengembangkan usahanya adalah pengelolaan Dana Hibah dari
Kebijakan Pemerintah Kota Palopo. Pengembangan usaha bukan hanya
sekedar dengan modal tetapi juga dukungan dan bantuan dari pemerintah
sehingga dapat menigkatkan perkembangan UMKM di masyarakat Kota
Palopo. Pemerintah sebagai pengambil keputusan sekaligus pembuat
kebijakan terhadap pemberian Dana Hibah yang diajukan oleh pelaku
UMKM di Kota Palopo pengelolaan Dana Hibah pada Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Palopo sangatlah penting eksistensinya dalam perputaran
ekonomi pada Kota Palopo. Dana Hibah yang diberikan kepada pelaku
UMKM harusalah jelas dan nyata pekerjaanya oleh karena itu Dana Hibah
haruslah diolah secara merata oleh pemerintah.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Kepada Dorkas
Batan S.E yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas
Koparasi dan UMKM Kota Palopo mengatakan bahwa :
“ Dana Hibah yang telah pemerintah diberikan kepada
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah mengelolanya

dengan baik yakni memberikan atau menyalurkannya ke pada
pelaku UMK yang betul-betul memiliki usaha serta sesuai dengan
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kriteria dan aturan yang berkarlaku. di Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Palopo”.>

Berdasarkan ungkapan dari Dorkas Batan, S.E tersebut diketahui
bahwa Pengelolaan Dana Hibah yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Palopo sudah sangat optimal dalam penyaluran untuk
membantu para UMK yang betul-betul membutuhkan bantuan dan kami
juga telah melakukan servei terlebih dahulu sehingga kita mengetahui
bahwa betul mereka telah memiliki usaha sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Eka Julia
mengatakan bahwa:

“ Dana Hibah yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM

kepada saya sangatlah bermanfaat terhadap usaha kecil yang saya

lakukan saat ini karena melihat dari kondisi perekonomian saya

terbilang sangat jauh dari kata kaya”.>

Berdasarkan ungkapan dari Eka Julia tersebut dapat di ketahui
pengeloaan Dana Hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Palopo sangat membantu pelaku usaha kecil seperti yang dilakukan oleh
Eka Julia Bantuan Dana Hibah yang berupa Peralatan untuk menunjang
usahanya namun sebelum itu dalam pemberian Dana Hibah dari Pelaku
usaha kecil Dinas Koperasi dan UMKM Kaota Palopo melakukan peninjauan
lokasi dan usaha yang dilakukannya hal tersebut sangat penting dilakukan
untuk mengetahui pengembangan usaha yang ada di Kota Palopo. Berbeda

dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Sukmawati mengatakan bahwa:

51 Dorkas Batan, S.E. wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2020
2Eka Julia, wawancara di lakukan pada tanggal 26 Maret 2020



58

«

saya rasa bantuan Dana Hibah dari Pemerintah kurang
membantu apalagi bantuan yang diberikan berupa perlatan bukan
berupa uang yang dimana sangat penting untuk pemutarann
modal .5

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa masih ada sebagian
masyarakat yang kurang terbantu oleh Dana Hibah yang diberikan oleh
DinasKoperasi dan UMKM Kota Palopo dilihat bahwa pengelolaan Dana
Hibah hanya berupa peralatan saja hal tersebut kurang membantu Usaha
Kecil Sukmawati karena usaha yang dijalankan adalah usaha menegah. Hal
Ini berbeda apa yang dikatakan oleh Riska mengatakan bahwa :

“ Dana Hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo
sangat sedikit membantu usaha saya apalagi usaha yang saya
lakukan tidak memakan dana yang banyak untuk menjalankan
usahasaya” >

Dari ungkapan tersebut dapat di pahami bahwa Usaha Kecil yang
tidak membutuhkan modal yang banyak sangat terbantu oleh Dana Hibah
dari dipihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo. Hal ini berbeda
dengan ungkapan yang dikemukanan oleh Ratna ia mengatakan bahwa :

“ peralatan yang diberikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Palopo sangatlah membantu menjalankan bisnis kecil saya
namun saya berharap Dana Hibah yang diberikan berupa uang
untuk membeli bahan-bahan dalam bisnis saya”.>

Dalam ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa Dana Hibah yang

diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo yang berupa

S3Sukmawati, wawancara di lakukan pada tanggal 26 Maret 2020
*4Riska, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020

5Ratna, Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020
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peralatan membantu jalannya usaha namun masyarakat masih
mengharapkan bantuan tersebut berupa uang, hal ini persis yang
diungkapkan oleh narasumber Riska bahwa bantuan tidak hanya sekedar
peralatan melainkan uang. Pada ungkapan dari wawancara dengan Maya
mengatakan bahwa:

“ Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah sangat
keras dalam mengelola Dana Hibah saya sendiri merasa terbantu
dengan adanya bantuan tersebut” %

Pada ungkapan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas
Kopersi dan UMKM Kota Palopo sudah berusaha keras dalam mengelola
Dana Hibah sehingga narasumber atau pelaku UMKM sudah sangat
terbantu oleh bantuan Pemerintah. Pada ungkapan Bahar merupakan
narasumber Laki-laki dan juga pelaku usaha menengah mengungkapkan
bahwa :

“ Dana Hibah sudah sangat membantu usaha masyarakat dan saya
sendiri merasa untung pada kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Palopo yang sangat berkompeten dalam memilih pelaku usaha
untuk diberikan Dana Hibah.>

Dari ungkapan Bahar dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Palopo sudah sangat membantu usaha Kkecil yang
dilakukannya terlebih lagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo dapat
melihat dan meninjau siapa saja yang berhak mendapatkan Dana Hibah.

Berbeda yang diungapkan oleh Irfan MengatakanBahwa Dana Hibah

*Maya, Wawancara dilakukan pada tanggal 28Maret 2020
"Desi, Wawancara dilakukan pada tanggal 28Maret 2020
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“ Peralatan untuk bantuan pada pelaku usaha atas tidak dapat
mengembangkan usaha atas Karena usaha atas memerlukan
banyak modal”.>®

Dari ungkapan diatas untuk usaha menengah keatas sangat tidak
berpengaruh atas bantuan Dana Hibah yang diberikan oleh pemerintah hal
ini berbeda yang diungkapkan oleh Nurmiati mengatakan bahwa :

“ Saya sudah sangat mensyukuri bantuan dari Dinas Koperasi dan
UMKM Kota Palopo dan saya berharap bantuan tersebut
berkembang dan bertambah >

Dari ungkapan Nurmiati mengatakan bahwa bantuan pemerintah
sudah cukup membantu usaha menengah keatas Nurmiati dan berharap
Pengelolaan Dana Hibah bertambah dan di pertahankan. Pada ungkapan
narasumber Wahyuni mengatakan bahwa :

“ Bantuan Dana Hibah cukup membantu perkembangan usahasaya

dan berterimah kasih kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Palopo yang memeberikan kesempatan kepada saya berupa

Bantuan Dana Hibah dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Palopo”.%°

Dari ungakapan wahyuni dapat disimpulkan bahwa Dana Hibah

sudah cukup membantu kebutuhan dari usaha yang dilakukannya walaupun
terbilang sedikit namun sudah cukup membantu jalannya usaha. Hal ini
berbeda dari ungkapan narasum berterakhir Tendri mengatakan bahwa :

“ Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sangat membantu

keberdaannya”.®*

%8]rfan, Wawancara dilakukan pada tanggal 29Maret 2020

*Nurmiati, Wawancara dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020
8OWahyuni, Wawancara dilakukan pada tanggal 30Maret 2020
®1Tendri, Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Maret 2020
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Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa pengelolaan Dana
Hibah sangatlah membantu keberadaannya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 10 narasumber
Pengelolaan Dana Hibah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Palopo sudah sangat mendukung wirausaha dalam meningkatkan
produktifitas usaha yang dilakukan sedangkan kebijakan Dinas Koperasi
dan UMKM Kota Palopo dalam memilih pelaku usaha untuk diberikan
bantuan sudah cukup merata sehingga Pengelolaan Dana Hibah yang
dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sudah terbilang
sukses.

. Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Kecil Mikro Pada Dinas
Koperasi dan UMKM Kaota Palopo

Efektivitas adalah mengukur keberhasilan suatu usaha yang ingin
dicapai apakah usaha tersebut mencapai tujuan atau tidak. Dalam melakukan
usaha keberhasilan dapat dilihat dari seberapa banyak keuntungan yang di
dapatkan oleh pelaku Usaha Mikro dalam hal ini Bantuan dari Dana Hibah
yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo sangat
mendukung Efektivitas Usaha oleh Pelaku Mikro pada Kota Palopo.
Efektivitas Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah dapat dilihat pada
hasil wawancara Kepada Dorkas Batan S.E yang merupakan Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Koparasi dan UMKM Kota Palopo
mengatakan bahwa:

“ UMKM khususnya pada Usaha Mikro Kecil dalam hal ini
Efektivitas terjadi di karenakan wirausaha yang telah mendapatkan
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Bantuan Dana Hibah ini, sudah mengelolanya dengan baik dimana
pendapatan mereka yang sebelumnya kurang tetapi dengan adanya

bantuan tersebut usaha mereka mengalami peningkatan dari yang

sebelumnya” %

Dari ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas
Pengelolaan Dana Hibah Pada Usaha Mikro Kecil sudah tercapai sesuai
dengan kriteria penerima bantuan Dana Hibah dimana disalurkan kepada
masyarakat yang telah mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Palopo. walaupun hanya sebagian saja yang dapat menerima Dana itu
tetapi ini sudah dikatakan Efektif Bantuan yang diberikan kepada pelaku
Usaha Mikro.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM dalam mengelola Dana Hibah pada umumnya memberikan
peralatan kepada pelaku Usaha Mikro.

Untuk mengukur efektivitas pengelolaan dana hibah usaha mikro
kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM, Anda dapat menggunakan beberapa
metode evaluasi sebagai berikut:

Indikator Kinerja: Tentukan indikator kinerja yang relevan untuk
mengukur pencapaian tujuan program hibah. Misalnya, jumlah usaha mikro
kecil yang mendapatkan hibah, peningkatan pendapatan atau produksi usaha
penerima hibah, tingkat keberlanjutan usaha setelah mendapatkan hibah,
atau peningkatan jumlah lapangan kerja. dari indikator kinerja ini dan hasil

penelitian yang menunjukkan peningkatan UMKM daritahun ketahunnya,

®2Dorkas Batan S.E, Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Maret 2020
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sehingga jika kita menilai efektivitas pengelolaan dana hibah UMKM pada
Dinas Koperasi dan UMKM sudah Efektiv.

Evaluasi Pelaksanaan Program: Lakukan evaluasi terhadap proses
pelaksanaan program hibah, seperti tingkat kecepatan dalam penyaluran
dana, kualitas seleksi penerima hibah, dan efisiensi administratif dalam
pengelolaan dana.

Evaluasi Dampak: Melakukan penilaian terhadap dampak yang
dihasilkan oleh dana hibah. Hal ini meliputi analisis terhadap peningkatan
pendapatan penerima hibah, perubahan sosial dan ekonomi di komunitas
setempat, peningkatan keterampilan atau pengetahuan, atau perubahan
dalam skala usaha.

Survei Kepuasan Penerima Hibah: Melakukan survel atau
wawancara kepada penerima hibah untuk menilai kepuasan mereka terhadap
proses pengelolaan dana hibah, manfaat yang mereka peroleh, dan
dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Penting untuk mencatat bahwa setiap metode evaluasi memiliki
kelebihan dan keterbatasan tertentu. Kombinasi beberapa metode evaluasi
dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas
pengelolaan dana hibah usaha mikro kecil. Selain itu, penting juga untuk
melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau dan memperbaiki
program hibah secara berkelanjutan.

Dari ketiga metode penilaian efektivitas yang dilakukan semuanya

terlaksana dan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sehingga peneliti
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dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dan juga survey lokasi bahwa

pengelolaan dana hibah telah efektiv.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukanan pada bab-bab
sebelumnya, maka pada bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu:
1. Pengelolaan Dana Hibah Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi dan UMKM
Kota Palopo.

Dari berbagai narasumber dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan
Dana Hibah sudah cukup membantu Pelaku Usaha Mikro Kecil dalam
melakukan usahanya.

2. Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Usaha Kecil Mikro Pada Dinas
Koperasi dan UMKM Kaota Palopo.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai
dari Dinas Koperasi UMKM Kota Palopo mengatakan bahwa Pengelolaan
Dana Hibah terjadi Efektivitas karena sudah sesuai dengan kriteria penerima
bantuan Dana Hibah dimana disalurkan kepada masyarakat yang telah
mengajukan proposal ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo.
walaupun hanya sebagian saja yang dapat menerima Dana itu tetapi ini
sudah dikatakan Efektif Bantuan yang diberikan kepada pelaku Usaha
Mikro. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan
UMKM dalam mengelola Dana Hibah pada umumnya memberikan

peralatan kepada pelaku Usaha Mikro.
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B. Saran
Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan M Kota Palopo menambah Bantuan

kepada Pelaku Usaha Mi

a ditingkatkan lagi
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